ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LAMPUNG BARAT 2025 CAPAI
1,107 TRILIUN, BELANJA MENINGKAT RP4,13 MILIAR
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Sumber: https://lampung.pikiran-rakyat.com/

Pemkab Lampung Barat, Provinsi Lampung, menyampaikan Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja (APBD) tahun 2025 saat sidang paripurna DPRD setempat, Selasa, 29
Oktober 2024.

Dalam pemaparannya, Pj bupati Lampung Barat, Nukman, menyebut target APBD 2025
surplus Rp6,9 miliar. Meski begitu, APBD Lampung Barat 2025 menurun hingga Rp4,35
miliar dibanding target APBD murni 2024.

Dikatakan, pada tahun 2025, pendapatan diproyeksi mencapai Rp1,107 triliun. Sementara
belanja diperkirakan di kisaran angka Rp1,1 triliun. Belanja tahun 2025 diakui meningkat
dibanding 2024 hinggga Rp4,13 miliar. Salah satu yang memengaruhi peningkatan belanja
itu, yakni naiknya angka belanja pegawai hingga Rp28,3 miliar.

Belanja pegawai itu masuk dalam item belanja operasional yang di angka Rp809,16 miliar.
Nah, dari angka itu Rp498,16 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai. Selain belanja
pegawali, belanja operasional memenuhi belanja modal Rp114,91 miliar dan belanja tidak
terduga Rp3,04 miliar. Sementara belanja transfer di kisaran angka Rp173,8 miliar.

Belanja modal bakal dialokasikan untuk peralatan dan mesin senilai Rp28,74 miliar, belanja
modal gedung dan bangunan Rp27,39 miliar. Selanjutnya belanja modal jalan, jaringan, dan
irigasi Rp53,7 miliar, serta belanja modal aset tetap lainnya Rp4,69 miliar.

Peningkatan angka belanja itu juga dipengaruhi naiknya rencana belanja barang jasa yang
mencapai Rp40,6 miliar.


https://lampung.pikiran-rakyat.com/

Belanja barang dan jasa sendiri mencapai Rp291,45 miliar. Kemudian belanja bunga Rp3,72
miliar. Berbanding terbalik dengan belanja pegawai, belanja hibah justru melorot hingga
Rp23,39 miliar. Demikian pula belanja bantuan sosial, melorot Rp15,03 juta. Rancangan
rencana belanja hibah tahun 2025 Rp15,78 miliar, dan belanja bantuan sosial (Bansos) Rp30
juta.

APBD 2025 Menurun

Menurut Nukman, APBD 2025 diperkirakan bakal menurun hingga Rp4,35 miliar
dibandingkan target APBD murni tahun 2024. Dan beberapa yang memengaruhi APBD 2025
menyusut. Di antaranya menurunnya pendapatan transfer Pemerintah Pusat Rp14,06 miliar.
Penurunan pendapatan transfer Pemerintah Pusat dampak dari naiknya dana bagi hasil pusat
Rp1,51 miliar dan meningkatnya angka dana alokasi umum (DAU) Rp14,24 miliar. Belum
lagi menipisnya DAK fisik Rp36,6 miliar dan dipengaruhi, kenaikan DAK nonfisik Rp15,38
miliar.Pendapatan juga menurun juga terjadi pada Dana Desa Rpl1,75 miliar dan penurunan
pada Insentif fiskal Rp6,85 miliar.

Sumber Berita:

1. https://lampung.pikiran-rakyat.com/lampung/pr-2958725452/apbd-lampung-barat-2025-
capai-1107-triliun-belanja-meningkat-rp413-miliar, diakses pada tanggal 30 Oktober
2024;

2. https://lampost.co/lampung/lampung-barat/rapbd-ta-2025, diakses pada tanggal 29
Oktober 2024;

3. https://medialampung.disway.id/read/685872/apbd-lampung-barat-2025-disahkan-
mengoptimalkan-anggaran-untuk-pembangunan-daerah, diakses pada tanggal 28
November 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur
sebagai berikut:

a. Pasal 1

1) Angka 32 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

2) Angka 35 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak
Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan.

3) Angka 36 yang menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban
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Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Pasal 65
1) Avyat (1) yang menyatakan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas:

a)

b)
c)

d)

9)
h)

memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD;

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan
Perda tentang RPJIMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta
menyusun dan menetapkan RKPD;

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas

bersama;

mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah
berwenang:

a)
b)
c)
d)

e)

mengajukan rancangan Perda;

menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. Pasal 149, 150, 151, dan 152
DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi :
1) Pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a)

b)
c)

membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui
rancangan Perda Kabupaten/Kota;

mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan

menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali
kota.

Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota memuat daftar urutan dan
prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu)



2)

tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan Perda

Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan

bupati/wali kota.

Anggaran;

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan

bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD

Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota. Fungsi anggaran

dilaksanakan dengan cara:

a) membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan
RKPD;

b) membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD
kabupaten/kota;

c) membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD
kabupaten/kota; dan

d) membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

3) Pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah
kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, DPRD
kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.
. Pasal 160

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan pendapat;

memilih dan dipilih;

membela diri;

imunitas;

mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
protokoler; dan

keuangan dan administratif.

Pasal 309
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Pasal 310

1)

2)

Ayat (1) Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD
untuk dibahas bersama.

Ayat (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan
anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.



2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah mengatur sebagai berikut

a. Pasal 1

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Angka 4 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

Angka 5 yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk
ke kas Daerah.

Angka 6 yang menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar
dari kas Daerah.

Angka 7 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Angka 13 yang menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 22 yang menyatakan bahwa Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Angka 23 yang menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah.

Angka 24 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen
yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD.

b. Pasal 23
APBD disusun:

1)

2)

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang
menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. APBD mempunyai
fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan
perutndang-undangan.

c. Pasal 24
Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang



dianggarkan dalam APBD.

1)

2)

Penerimaan Daerah terdiri atas:

a) Pendapatan Daerah; dan

b) penerimaan Pembiayaan daerah.

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Daerah terdiri atas:

a) Belanja Daerah; dan

b) pengeluaran Pembiayaan daerah.

Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki
dasar hukum yang melandasinya.

Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto
dalam APBD. Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah. APBD
merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Bagian Kedua
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1)

. Pasal 27, 28, 29, 30, 31

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a) Pendapatan Daerah;

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah
terdiri atas:
(1) pendapatan asli daerah;

Pendapatan asli Daerah meliputi:

(d) pajak daerah;

(b) retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana meliputi

pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

(c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
(d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



2)

(2) pendapatan transfer; dan

(3) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

(@)
(b)
(©)
(d)
(€)
(f)
(9)
(h)

(i)

@)

(k)
(1

(m)
(n)
(0)
(p)

hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

hasil kerja sama daerah;

jasa giro;

hasil pengelolaan dana bergulir;

pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain
sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari
hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan Pendapatan Daerah;

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
pendapatan denda pajak daerah;

pendapatan denda retribusi daerah;

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengembalian;

pendapatan dari BLUD; dan

pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b) Belanja Daerah; dan
Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtndang-undangan
diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam
1 (satu) tahun anggaran.

c) Pembiayaan daerah.
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi

disesuaikan

dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



€.

Pasal 83

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah
mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Dalam hal APBD diperkirakan
surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang
ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat
didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang
APBD vyang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 85

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap
semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 89

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan

RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pedoman penyusunan

APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

1) kondisi ekonomi makro daerah;

2) asumsi penyusunan APBD;

3) kebijakan Pendapatan Daerah;

4) kebijakan Belanja Daerah;

5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

6) strategi pencapaian.

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

2) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang
disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

3) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk
masing-masing Program dan Kegiatan.

Pasal 90

Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap rancangan KUA
dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD
paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi
pedoman bagi perangkat daerah dalam men5rusun RKA SKPD. Tata cara



pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA
dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan
rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan
KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan
disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan
laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Kepala
Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama
rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan
Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

. Pasal 196

1) Ayat (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada
kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3
(tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/ kota
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum
ditetapkan oleh bupati/wali kota.

2) Ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap
rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Perkada kabupatenlkota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menguji kesesuaian dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang
penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan
APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

3) Avyat (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakit Pemerintah
Pusat kepada bupati/wa-li kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten | kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



4)

5)

Ayat (4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda
kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD,
Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota
tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota menetapkan
rancangan Perda kabupaten/kota menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan
Perkada kabupaten / kota menjadi Perkada kabupaten/ kota.

Ayat (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Perda kabupaten / kota tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda
kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD,
Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota
tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/ wali kota
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak hasil evaluasi diterima.

Ayat (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD dan bupati/wali kota
menetapkan rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada
kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
menjadi Perkada kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri,
selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Pasal 197

1)

2)

3)

Ayat (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah,
DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala
Daerah menyusun danmenetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Ayat (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

Ayat (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD



tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4) Ayat (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan
Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menetapkan
rancangan Perkada tersebut menjadi Perkada.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Pada Lampiran 11.03, Standar Akuntansi Pemerintahan,
Pernyataan No. 02 Laporan Realisasi Anggaran, Akuntansi Belanja

a.

Paragraf 31 yang menyatakan bahwa Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran
dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Paragraf 34 yang menyatakan bahwa Belanja diklasifikasikan menurut Klasifikasi
ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Paragraf 35 yang menyatakan bahwa Kilasifikasi ekonomi adalah pengelompokan
belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja
barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
Paragraf 36 yang menyatakan bahwa Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran
untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka
pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial.

Paragraf 37 yang menyatakan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan
tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Paragraf 38 yang menyatakan bahwa Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran
anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang
seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
pemerintah pusat/daerah.

Paragraf 41 yang menyatakan bahwa Kilasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi
berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi
di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga
beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di
pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah
tingkat provinsi/kabupaten/ kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.
Paragraf 42 yang menyatakan bahwa Kklasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi
yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.



4. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja
Pemerintah tanggal 29 Desember 2006

a. Bab Il Klasifikasi Belanja Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan

Menurut Paragraf 34 PSAP Nomor 02, ditetapkan bahwa belanja diklasifikasikan menurut
klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Rincian tersebut merupakan
persyaratan minimal yang harus disajikan oleh entitas pelaporan. Selanjutnya dicontohkan
pada Paragraf 39 PSAP 02 klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) yang
dikelompokkan lagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain/Tak
Terduga. Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah
dalam rangkamenyelenggarakan operasional pemerintah, sedangkan Belanja Modal adalah
belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal.
Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Lain-lain/Tak Terduga. Buletin Teknis
Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 5
Di samping itu, klasifikasi belanja menurut fungsi 1 dibagi menjadi: pelayanan umum,
pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup,
perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan
perlindungan sosial. Pengklasifikasian ini mengikuti pola Government Financial Statistics
(GFS) yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF).

b. Bab V Klasifikasi Menurut Jenis Belanja

1) Huruf a, Belanja Pegawai
Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada
pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Buletin Teknis Penyajian dan
Pengungkapan Belanja Pemerintah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pegawai
yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium,
lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

2) Huruf b, Belanja Barang
Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang
habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak
dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual
kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi
Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

3) Huruf c, Belanja Bunga
Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas
kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan
posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

4) Huruf d, Belanja Subsidi
Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang
memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi



5)

6)

7)

8)

hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau
masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada
masyarakat melalui BUMN/ BUMD dan perusahaan swasta.

Huruf e, Hibah

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada
pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Huruf f, Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung
diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk
didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
Angka 2, Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah
suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui
definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Angka 3, Belanja Lain-lain/Tak Terduga

Menurut Paragraf 35 PSAP Nomor 02, istilah “Belanja Lain-lain digunakan oleh
pemerintah pusat, sedangkan istilah “Belanja Tak Terduga” digunakan oleh
pemerintahan daerah. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.



